PERBATASAN

- Mei-RD

'SEBAGAI LABORATORIUM
GOVERNANSI TRANSFORMATIF

Tim Penulis:
Egidius Fkun, Elpius Kalembang, Bernardus Seran Kehik, Dian Festianto,
Surya Yudha Regif, Yohanes Imanuel Naif, Andre Pattipeilohy, Verawati Skaut,

Handrianus Vianey Melin Wula, Fransiskus Atok, Yosef Kristoforus Taekab,
Heribertus Binsasi, Ignasius Usboko, Marisa S. B. Seran, Handrianus Nino,
Melkianus Suni, Medan Yonathan Mael, M. Angela Merici Siba,
Mariano Sengkoen, Yakobus Kolne, Ronaldus Nurak, Remigius Seran,
Fridus Bria, Adeodata Laniria Charla Barros Mbiri, Yosef Serano Korbaffo




PERBATASAN

NKRI-RDTL

SEBAGAILABORATORIUM
GOVERNANSI TRANSFORMATIF:

lorcpeklif don Craklib Llnw Corrorinlokan

Tim Penulis:

Egidius Fkun, Elpius Kalembang, Bernardus Seran Kehik, Dian Festianto,
Surya Yudha Regif, Yohanes Imanuel Naif, Andre Pattipeilohy, Verawati Skaut,
Handrianus Vianey Melin Wula, Fransiskus Atok, Yosef Kristoforus Taekab,
Heribertus Binsasi, Ignasius Usboko, Marisa S. B. Seran, Handrianus Nino,
Melkianus Suni, Medan Yonathan Mael, M. Angela Merici Siba,
Mariano Sengkoen, Yakobus Kolne, Ronaldus Nurak, Remigius Seran,
Fridus Bria, Adeodata Laniria Charla Barros Mbiri, Yosef Serano Korbaffo

Bwidine



PERBATASAN NKRI-RDTL SEBAGAI LABORATORIUM GOVERNANSI
TRANSFORMATIF: PERSPEKTIF DAN PRAKTIK ILMU PEMERINTAHAN

Tim Penulis:

Egidius Fkun, Elpius Kalembang, Bernardus Seran Kehik, Dian Festianto,
Surya Yudha Regif, Yohanes Imanuel Naif, Andre Pattipeilohy, Verawati Skaut,
Handrianus Vianey Melin Wula, Fransiskus Atok, Yosef Kristoforus Taekab,
Heribertus Binsasi, Ignasius Usboko, Marisa S. B. Seran, Handrianus Nino,
Melkianus Suni, Medan Yonathan Mael, M. Angela Merici Siba,
Mariano Sengkoen, Yakobus Kolne, Ronaldus Nurak, Remigius Seran,
Fridus Bria, Adeodata Laniria Charla Barros Mbiri, Yosef Serano Korbaffo

Desain Cover:
Andi Juliandi

Sumber llustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Egidius Fkun

ISBN:
978-634-246-644-5

Cetakan Pertama:
Februari, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370



SEKAPUR SIRIH

Penerbitan  buku berjudul  “Perbatasan  NKRI-RDTL sebagai
Laboratorium Governansi Transformatif: Perspektif dan Praktik [Imu
Pemerintahan” merupakan suatu langkah maju memperkaya literatur
dalam studi perbatasan. Dewasa ini perbatasan tidak saja dipandang
sebagai arena pertaruhan kepentingan nasional suatu negara tetapi sudah
mulai digali lebih dalam sebagai cabang ilmu (/limology). Buku bunga
rampai ini ditulis oleh beberapa akademisi yang ingin menyumbangkan
pikiran kritisnya bagi kemajuan ilmu pemerintahan (khususnya bidang
perbatasan) sekaligus mendedikasikannya kepada kampus perbatasan
Universitas Negeri Timor yang memasuki usia perak (25 tahun).

Sasaran bidiknya bukan tentang diplomasi lintas batas melainkan
mendiskusikan pengelolaan perbatasan area Indonesia apakah lebih tepat
memilih pendekatan keamanan teritorial (state security) ataukah
cenderung menerapkan strategi keamanan manusia (human security).
Pilihan strategi tersebut didasarkan pada beberapa variabel antara lain;
kondisi keamanan perbatasan, aspek sosial budaya dan tingkat
fisibilitasnya. Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa strategi human
security menjadi suatu keharusan untuk diterapkan di area perbatasan RI-
RDTL sektor barat karena kondisi teritorial perbatasan yang relatif aman,
adanya kesamaan budaya dan hubungan kekerabatan yang kuat antara
masyarakat TTU dan Ambeno sebagai sesama atoin meto.

Secara kultural, cara pandang atoin meto terhadap sesama manusia
sebagai aok bian sangat memungkinkan untuk menjalin persaudaraan di
perbatasan “tanpa batas”. Cara pandang tersebut kemudian
dimanifestasikan dalam tradisi malo’et yaitu saling menyuguhkan sirih
pinang (dan kapur) sebagai simbol saling menerima satu sama lain
selayaknya menerima diri sendiri apa adanya.

Dalam menata perbatasan dengan karakteristik khusus seperti ini,
penting untuk menghadirkan atoin meto governability yaitu kemampuan
pemerintah dan elit tradisional menjadi problem solver. Struktur adat
seperti usif, tobe, mnasi dan lainnya adalah tokoh-tokoh sentral yang
memiliki pengaruh dan (mungkin) kemampuan memberikan solusi.
Karenanya, reposisi dan refungsionalisasi lembaga adat merupakan suatu
keniscayaan agar menjadi partner pemerintah daerah dalam
menempatkan diri sebagai aktor perubahan di tapal batas. Selain lembaga



adat, perguruan tinggi yang senantiasa bekerja dalam kontrol keilmiahan
pun tampil dalam dua sisi yakni sebagai agen perubahan untuk
mewujudkan wajah Indonesia yang mempesona sekaligus sebagai second
track diplomacy.

Buku yang menawarkan banyak pilihan untuk menatap masa depan
perbatasan nan cemerlang ini, kami sambut baik. Tidak saja membantu
pemerintah dalam pengambilan kebijakan pengelolaan perbatasan, tetapi
juga bagi dunia akademik untuk mendalami dan mengembangkan studi
perbatasan. Karena itu, ucapan terima kasih pantas kami alamatkan
kepada tim penulis yang telah berbagi dan tak lupa pula ucapan selamat
kepada UNIMOR yang telah memasuki usia dewasa.

Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Kefamenanu, 29 September 2025
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ANTARA IDENTITAS NASIONAL
DAN INTEGRASI GLOBAL: MENGANALISIS
NASIONALISME INDONESIA DALAM
DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER

Elpius Kalembang
Bernardus Seran Kehik*

Penelitian ini menganalisis dinamika nasionalisme Indonesia dalam
kerangka integrasi global dan isu-isu politik terkini. Studi ini menggunakan
metodologi deskriptif kualitatif yang didasarkan pada tinjauan literatur
untuk mengkaji evolusi nasionalisme Indonesia dari perlawanan terhadap
kolonialisme menjadi adaptasi strategis dalam konteks globalisasi. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia sangat penting
untuk mempertahankan identitas nasional, namun harus berkembang
untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh modernitas dan
integrasi global. Perkembangan teknologi digital, media sosial, dan
mobilitas global secara signifikan mempengaruhi manifestasi nasionalisme
pada periode pascamodern. Nasionalisme Indonesia kontemporer tidak
hanya berfungsi sebagai alat ideologis untuk pembentukan bangsa, tetapi
juga sebagai pendekatan dinamis untuk mengatasi kesulitan geopolitik dan
perpecahan sosial. Dalam konteks ini, nasionalisme inklusif sangat penting
untuk memperkuat kohesi sosial, namun nasionalisme eksklusif dapat
memicu perselisihan identitas. Penelitian ini menyoroti nasionalisme
sebagai konstruksi sosial yang dinamis dan adaptif yang menyeimbangkan
pelestarian identitas nasional dengan tuntutan integrasi global.

Pendahuluan

Dalam mengkaji seluk-beluk nasionalisme Indonesia dalam kerangka
politik global dan postmodernisme, penting untuk mempertimbangkan
bagaimana globalisasi telah membentuk kembali identitas dan kesetiaan
nasional. Munculnya media digital, telah memfasilitasi gelombang
nasionalisme baru yang sering kali bertentangan dengan gagasan
tradisional tentang kedaulatan negara, seperti yang terlihat dalam lonjakan
aktivisme daring yang melampaui batas geografis. Fenomena ini
mencerminkan pergeseran ke arah pemahaman yang lebih cair tentang
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MEMOTRET TANTANGAN DAN ISU
GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Dian Festianto*

Good governance merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu tata
kelola pemerintahan di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama
dalam implementasi prinsip-prinsip good governance di era modern.
Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi
pustaka dengan menggabungkan kajian literatur dan analisis dokumen
kebijakan. Temuan menunjukkan, meskipun Indonesia telah mengadopsi
berbagai kebijakan reformasi birokrasi, seperti SP4N-LAPOR dan
keterbukaan informasi publik, praktik tata kelola pemerintahan masih
menghadapi hambatan struktural dan kultural. Isu utama vyang
teridentifikasi meliputi tingginya tingkat korupsi, birokrasi yang lambat dan
tidak efisien, rendahnya partisipasi substantif masyarakat, serta lemahnya
integrasi digital antar instansi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya
penguatan  komitmen  politik, percepatan transformasi digital
pemerintahan, dan pembangunan budaya birokrasi yang professional
sebagai strategi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
ideal. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi,
praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi tata kelola
yang lebih efektif dan adaptif di era disrupsi teknologi.

Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan
fondasi krusial bagi kemajuan dan stabilitas suatu negara, terutama di era
modern yang ditandai dengan kompleksitas permasalahan dan dinamika
perubahan yang pesat. Konsep ini tidak hanya terbatas pada sistem
pemerintahan sebagai sebuah aktivitas, tetapi juga mencakup arah dan
pengelolaan kebijakan yang berorientasi pada pemerintahan yang bersih
dan berintegritas (Jatmiko & Gusmayanti, 2022).

Di Indonesia, isu-isu seputar tata kelola pemerintahan menjadi
perhatian utama, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap berbagai
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Good governance menjadi
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MANAJEMEN STRATEGIS PENGENTASAN
KEMISKINAN EKSTREM MELALUI KEARIFAN LOKAL
PASCA TRANSISI KEPEMIMPINAN DAERAH PADA
WILAYAH PERBATASAN RI-RDTL DALAM
MENDUKUNG ASTA CITA

Surya Yudha Regif
Yohanes Imanuel Naif
Andre Pattipeilohy*

Pengentasan kemiskinan ekstrem di NTT, khususnya wilayah perbatasan,
merupakan fokus utama pemerintah provinsi yang telah menunjukkan
penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem dari 6,56% pada 2022
menjadi 3,93% pada 2023, dengan strategi utama meliputi penurunan
beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan
produktivitas, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Pasca
transisi kepemimpinan daerah, manajemen strategis pengentasan ini
menekankan pentingnya integrasi kearifan lokal sebagai pondasi dalam
perencanaan dan pelaksanaan program, agar solusi yang diterapkan sesuai
dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu,
dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk peran
aktif kepala daerah dalam memimpin percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022, menjadi faktor kunci
keberhasilan strategi ini. Sinergi kebijakan dan pelaksanaan program yang
berkualitas, didukung oleh pemanfaatan kearifan lokal, memperkuat upaya
pengentasan kemiskinan ekstrem di NTT di wilayah perbatasan RI-RDTL,
sekaligus mendukung visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Asta
Cita, yaitu cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan
sosial.

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap berbagai
permasalahan sosial (Mood & Jonsson, 2016). Hal ini timbul dari
ketidakmampuan individu dalam mempertahankan taraf hidup yang
manusiawi sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya
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AKSESIBILITAS PERBATASAN
INDONESIA-TIMOR LESTE

Verawati Skaut*

Batas negara memiliki peran yang penting karena berfungsi sebagai
wajah atau pintu masuk suatu negara. Indonesia mempunya perbatasan
darat dan laut dengan sepuluh negara tetangga, salah satunya adalah
Timor Leste. Dalam konteks perbatasan darat antara Indonesia dan Timor
Leste, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah Provinsi yang sebagian
wilayahnya berbatasan langsung dengan Timor Leste. Wilayah perbatasan
NTT ini merupakan area baru setelah kemerdekaan Timor-Timur pada
tahun 2002. Permasalahan yang timbul di daerah perbatasan RI-RDTL saat
ini cenderung berasal dari aspek sosial ekonomi. Belum jelasnya batas
wilayah laut masing-masing negara menyebabkan penangkapan ikan baik
oleh nelayan Rl maupun nelayan RDTL masih sering memasuki wilayah laut
negara yang berbatasan. Kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah
perbatasan perlu disesuaikan dengan kondisi terkini untuk mengatasi
berbagai masalah yang muncul. Oleh karena itu, penting untuk melakukan
kajian mengenai kawasan perbatasan dengan terlebih dahulu menganalisis
masalah aksesibilitas yang terjadi di lapangan. Secara keseluruhan,
hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste dalam peningkatan
aksesibilitas di wilayah perbatasan dinilai positif, dengan komitmen untuk
terus mempererat kerja sama diberbagai sektor seperti, sosial, pendidikan,
ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan meskipun belum terwujud
secara maksimal sehingga perlu adanya peningkatan serta kontrol dari
kedua negara ini untuk terus mewujudkan kehidupan masyarakat yang
sejahtera.

Pendahuluan

Suatu negara bisa disebut merdeka dan berdaulat jika memiliki faktor
eksistensial yang disebut wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu (a
defined territory). Indonesia merupakan negara yang secara geografis
memiliki wilayah tertentu yang bukan saja merupakan sebuah benua atau
daratan, namun juga sebagai negara yang memiliki wilayah atau dimensi
nasional yang merupakan kesatuan dari tiga dimensi wilayah yakni darat,
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SUARA FETO, ARAH DESA:
MEMBACA PEMBANGUNAN DARI PERSPEKTIF
PEREMPUAN SEBAGAI NARASI TRANSFORMASI
GENDER DI WILAYAH ADAT DAWAN

Handrianus Vianey Melin Wula
Fransiskus Atok*

Perempuan kerap ditempatkan dalam posisi yang dihormati secara
simbolik dalam budaya lokal. Namun, di balik penghormatan itu, realitas
sosial sering kali menunjukkan ketimpangan dalam pembagian kekuasaan
dan tanggung jawab. Tulisan ini mengulas bagaimana peran perempuan
mengalami transformasi dalam proses pembangunan desa, dengan
mengambil studi kasus di Desa Subun Bestobe, Kecamatan Insana Barat,
Kabupaten Timor Tengah Utara. Melalui pendekatan kualitatif dan studi
lapangan, tulisan ini menelusuri keterlibatan perempuan dalam berbagai
tahapan Pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga
pengawasan melalui peran mereka di lembaga-lembaga lokal seperti
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, dan kelompok usaha.
Hasil kajian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan
dalam pembangunan desa. Namun demikian, keterwakilan mereka dalam
struktur kekuasaan formal masih tergolong minim, sementara beban ganda
antara peran domestik dan publik terus menjadi tantangan utama. Tulisan
ini menekankan pentingnya peran kelembagaan lokal sebagai meso
institusi yang dapat menjadi ruang bagi perempuan untuk memperkuat
kapasitas sosial dan posisi tawar mereka dalam masyarakat. Sebagai
penutup, penelitian ini merekomendasikan perlunya afirmasi kebijakan,
perubahan norma-norma budaya yang membatasi, serta integrasi
perspektif gender secara menyeluruh dalam perencanaan dan pelaksanaan
kebijakan pembangunan desa.

Pendahuluan

Menggugat Pinggiran: Perempuan, Perbatasan, dan Pembangunan Desa
Wilayah perbatasan kerap dipandang sebagai simbol kehadiran negara

di titik terluar, namun pada saat yang sama menyimpan ironi yang

mendalam: justru di sanalah ketimpangan dan ketertinggalan paling nyata



DAFTAR PUSTAKA

Daulay, H. (2018). Gender and Patriarchy Issues in Women’s Village
Leadership and Women'’s Village Apparatus Domination in Plantation
Community of North Sumatra.

Felina Marthina Timpal, S. S. H. T. R. S. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DI PULAU
MIANGAS DENGAN PENDEKATAN KESEJAHTERAAN. JSS Jurnal Social
Science, 12(1), 37-46.

Hamzah, M., & Salsabila, M. (2024). Pemberdayaan Perempuan sebagai
Hak Asasi Manusia. Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian, 3(4),
343-356. https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2567

Hulahi, E., Kulsum, U., Fitriani, F., Rahmawati, D. E., & Husein, R. (2022).
The Role of the Government of Indonesia in Handling Cases of Sexual
Violence Against Women. Journal of Governance, 7(1).
https://doi.org/10.31506/jog.v7i1.14143

Iskandar, D., & R. T. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung
Pembangunan Berbasis Kebutuhan Lokal. Jurnal Manajemen
Pembangunan, 18(2), 25-40.

Ismail, A., Torro, S., Umar, F., Irwansyah, |., & Hardiyanti Arhas, S. (2024).
Role and Political Strategy of Women Village Heads in Development
of Rural Politics. KnE Social Sciences.
https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14895

Kushandajani, K. (2019). Social and Economic Empowerment for Village
Women as a Strategy of Village Development. The Indonesian
Journal of Planning and Development, 4(1), 1.
https://doi.org/10.14710/ijpd.4.1.1-6

Mackay, F., Kenny, M., & Chappell, L. (2010). New institutionalism through
a gender lens: Towards a feminist institutionalism? International
Political Science Review, 31(5), 573-588.
https://doi.org/10.1177/0192512110388788

Mansuri, G., & Rao, V. (2012). Localizing Development. The World Bank.
https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8256-1

Noer, K. U., Chadijah, S., & Rudiatin, E. (2021). There is no trustable data:
the state and data accuracy of violence against women in Indonesia.
Heliyon, 7(12). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08552

Pike, A., R.-P. A,, & T. J. (2016). Local and regional development in practice.
In Local and Regional Development (pp. 257—-314). Routledge.

Suara Feto, Arah Desa | 83



https://doi.org/10.4324/9781315767673-8

Saherimiko. (2014). Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kalimantan
Barat (Dalam Perspektif Ekonomi Politik). Jurnal limu-limu Sosial Dan
Humaniora, 19(1), 55—64.

Susanti, E., & Monica, D. R. (n.d.). The Model of Handling Cases of Violence
Against Women Based on Local Wisdom of Lampung People.

Syam, A, M. A,, & A. F. (2022). Good Governance dalam Perencanaan
Pembangunan Desa: Implementasi Partisipasi Masyarakat.. Jurnal
Pembangunan Dan Tata Kelola, 17(2), 45-59.

Wijaya, A. F., Andryanto, D., & Wike, W. (2020). Managing Women’s Village
Activists Participation in Village Development Planning. Journal of
Governance, 5(2). https://doi.org/10.31506/jog.v5i2.8915

Wréblewski, t., & Kasperek, A. (2019). Euroregion as an entity stimulating
the sustainable development of the cross-border market for cultural
services in a city divided by a border. Sustainability (Switzerland),
11(8). https://doi.org/10.3390/su11082232

84 | Perbatasan NKRI-RDTL sebagai Laboratorium Governansi Transformatif



BUDAYA POLITIK MASYARAKAT EKS
TIMOR TIMUR DI WILAYAH PERBATASAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA:
STUDI KASUS DI KECAMATAN BIKOMI NINULAT

Yosef Kristoforus Taekab
Heribertus Binsasi*

Tulisan ini mengkaji budaya politik masyarakat eks Timor Timur yang
bermukim di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan
fokus studi kasus di Kecamatan Bikomi Nilulat. Masyarakat ini merupakan
bagian dari diaspora pasca jajak pendapat tahun 1999 yang memilih tetap
menjadi warga negara Indonesia setelah lepasnya Timor Timur dan
berdirinya negara Timor Leste. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan bentuk, karakteristik, dan dinamika budaya politik yang
berkembang di tengah masyarakat eks Timor Timur, serta mengidentifikasi
faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan menggunakan pendekatan
teoritis dari Gabriel Almond dan Sidney Verba mengenai tipologi budaya
politik (parokial, kaula, dan partisipan), tulisan ini menunjukkan bahwa
budaya politik masyarakat eks Timor Timur cenderung berada pada pola
parokial-subjektif, dengan ketergantungan tinggi pada tokoh tradisional,
figur informal, dan relasi patron-klien. Namun, terdapat indikasi
transformasi menuju budaya politik partisipatif, terutama di kalangan
generasi muda yang lebih terdidik. Dinamika ini dipengaruhi oleh
pengalaman historis, nilai-nilai adat, isolasi geografis, dan keterbatasan
akses terhadap pendidikan serta informasi politik. Kajian ini diharapkan
dapat berkontribusi dalam merumuskan strategi penguatan demokrasi
lokal dan pembangunan masyarakat perbatasan yang inklusif dan
partisipatif.

Pendahuluan

Masyarakat eks Timor Timur merujuk pada warga negara Indonesia
yang berasal dari Provinsi Timor Timur (sebelum menjadi negara Timor
Leste pada tahun 2002) dan memilih tetap tinggal atau pindah ke wilayah
Indonesia, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah jajak
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POLITIK YANG MEMBUMI DI PERBATASAN:
PRAKTIK MANAJEMEN POLITIK ADAPTIF
DALAM KULTUR LOKAL TIMOR PADA TATA
KELOLA GARIS DEPAN NKRI-RDTL

Ignasius Usboko*

Tulisan ini membahas bagaimana praktik manajemen politik adaptif
berkembang dalam kultur lokal masyarakat Timor khususnya Kabupaten
Timor Tengah Utara di wilayah perbatasan NKRI-RDTL. Permasalahan
utama yang diangkat adalah ketimpangan antara pendekatan tata kelola
negara yang birokratis, cenderung prosedural “one man one vote” dalam
penentuan pemimpin dan realitas politik lokal yang berbasis adat. Studi ini
menunjukkan bahwa kekuasaan dan legitimasi tidak hanya dijalankan
melalui struktur formal, tetapi juga melalui mekanisme sosial seperti
natoni, tok tabua-tamolok tabua dan relasi umane—fetosan atau laes
matsaos atone-bife dengan memadukan kerangka hybrid governance, legal
pluralism, dan adaptive governance. Temuan utama memperlihatkan
bahwa masyarakat perbatasan memiliki sistem politik yang adaptif,
deliberatif, dan kontekstual, yang mampu menjawab dinamika negara
sekaligus menjaga kohesi sosial. Naskah ini menegaskan perlunya kebijakan
publik yang berpijak pada praktik lokal yakni politik yang membumi sebagai
instrumen menuju tata kelola perbatasan yang lebih sah, inklusif, dan
berkelanjutan. Akhirnya studi ini menawarkan model konseptual untuk
merumuskan kebijakan berbasis komunitas di wilayah dengan pluralitas
otoritas dan nilai.

Pendahuluan
Politik Membumi: Kekuasaan yang Bertumpu pada Nilai Lokal

Diskursus tentang pembangunan nasional dalam konteks wilayah
perbatasan acapkali dilihat sebagai “pinggiran strategis” yang harus dijaga
dan dibangun dari perspektif pertahanan serta birokrasi administratif.
Namun, bagi masyarakat Timor bagian tengah utara, perbatasan bukan
sekadar garis pemisah, melainkan ruang hidup yang mengandung nilai,
ritus, dan struktur sosial yang khas. Kekuasaan tumbuh dari akar komunitas
di wilayah ini bukan semata dari struktur negara. Politik dijalankan melalui
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MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Marisa S. B. Seran*

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta daya saing untuk setiap daerah perlu juga untuk
memperhatikan beberapa prinsip seperti: prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, serta keunikan yang ada pada suatu daerah yang ada di sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom yang selanjutnya
disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana kemampuan
pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam, manusia dan
sumber daya buatan yang dimiliki guna penciptaan kesejahteraan
masyarakat serta bagaimana meningkatkan pengelolaan fiskal. Dalam
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah ada
beberapa aspek kinerja keuangan yang dituntut, yaitu: Aspek Pertama,
Pengelolaan keuangan daerah vyang meliputi penyusunan APBD,
pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Aspek
kedua Pengelolaan pendapatan daerah harus dapat dilakukan secara
efektif, efisien, serta akuntabel khususnya dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah. Aspek Ketiga, Pengelolaan belanja daerah harus
sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan prinsip efisiensi serta
efektivitas. Aspek Keempat, Pengelolaan pembiayaan daerah harus
dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk menghindari risiko
keuangan daerah. Aspek Kelima, Pemerintah daerah untuk menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dan
masyarakat. Laporan pertanggungjawaban ini harus diaudit oleh Badan
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
LINTAS BATAS INDONESIA DAN TIMOR LESTE
DENGAN PENDEKATAN NATURAL LANGUAGE
PROCESSING: ANALISIS KOMPREHENSIF
DAN DAMPAK SOSIO-EKONOMI

Handrianus Nino
Melkianus Suni*

Penelitian  ini  menyajikan analisis komprehensif mengenai
implementasi kebijakan lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste,
dengan fokus pada identifikasi area kebijakan utama, tantangan yang
dihadapi, dan dampak sosio-ekonomi terhadap komunitas perbatasan.
Pendekatan Natural Language Processing (NLP) digunakan sebagai
metodologi untuk mengekstraksi pemahaman mendalam dari sejumlah
besar data tekstual tidak terstruktur, termasuk dokumen resmi, laporan
berita, dan publikasi penelitian. Temuan menunjukkan bahwa warisan
demarkasi kolonial terus membentuk dinamika perbatasan modern,
menciptakan ketegangan antara kerangka kebijakan formal dan realitas
lokal. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara diplomasi tingkat tinggi
dan penerimaan di tingkat komunitas, yang sering kali memicu resistensi.
Pengelolaan perbatasan juga menghadapi tantangan ganda antara
penegasan kedaulatan dan fasilitasi kerja sama ekonomi. Aktivitas ilegal,
yang didorong oleh disparitas ekonomi, menyoroti perlunya pendekatan
holistik yang melampaui langkah-langkah keamanan semata. Penelitian ini
merekomendasikan strategi pengelolaan perbatasan yang lebih inklusif,
harmonisasi kebijakan keamanan dan pembangunan, intervensi ekonomi
yang ditargetkan, dan pemanfaatan NLP secara berkelanjutan untuk
pemantauan dan evaluasi kebijakan yang adaptif.

Pendahuluan

Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste lebih dari sekadar garis
geografis; ia merupakan kompleks antarmuka yang dibentuk oleh sejarah
panjang, termasuk warisan kolonial Belanda dan Portugis. Traktat Lisbon
tahun 1859 dan keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) pada
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KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA DIGITAL:
TRANSFORMASI, TANTANGAN, DAN PELUANG

Medan Yonathan Mael*

Revolusi digital telah mengubah secara fundamental hampir setiap
aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berkomunikasi, berbelanja,
belajar, hingga bekerja. Dunia pemerintahan dan kebijakan publik pun
tidak luput dari gelombang transformasi ini. Era digital bukan hanya
sekadar memindahkan proses analog ke dalam bentuk digital, tetapi ia
menciptakan paradigma baru dalam cara pemerintah beroperasi, melayani
warga, dan membuat keputusan. Kemunculan teknologi seperti internet,
big data, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau Al) membuka
peluang yang belum pernah terbayangkan sebelumnya untuk menciptakan
kebijakan yang lebih cerdas, efisien, dan partisipatif.

Di balik semua janji dan optimisme tersebut, era digital juga membawa
serangkaian tantangan dan dilema baru yang kompleks. Isu-isu krusial
seperti privasi data, keamanan siber, bias algoritma, dan kesenjangan
digital (digital divide) menjadi agenda kebijakan yang mendesak untuk
ditangani. Pemerintah di seluruh dunia kini berlomba untuk beradaptasi,
mencoba memanfaatkan potensi teknologi sambil memitigasi risikonya.
Kegagalan dalam menavigasi era ini tidak hanya akan membuat sebuah
negara tertinggal, tetapi juga dapat menciptakan bentuk bentuk baru dari
ketidakadilan dan kontrol sosial.

Penelitian ini akan memulai pembahasannya dengan konsep E-
Government, yakni melihat bagaimana pemerintah menggunakan teknologi
untuk mereformasi layanan publik dan birokrasi internalnya. Selanjutnya
akan dibahas dunia big data dan analitik, untuk melihat bagaimana data
yang melimpah dapat diolah menjadi wawasan berharga untuk
merumuskan dan mengevaluasi kebijakan. Penelitian ini juga akan
membahas potensi transformatif, sekaligus risiko, dari penerapan
kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan publik. Perjalanan
gagasan yang tidak berhenti pada aspek teknokratis akan dilanjutkan
dengan mengeksplorasi sisi demokrasi dari era digital, yaitu bagaimana
teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam
proses kebijakan melalui platform e-participation dan crowdsourcing.
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MERETAS SEKAT BIROKRASI MELALUI
KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI
PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE

Egidius Fkun*

Wilayah perbatasan sering kali dipandang sebagai daerah pinggiran
yang tertinggal dalam pembangunan. Di kawasan perbatasan Indonesia—
Timor Leste, kondisi ini tercermin dari lemahnya praktik kerja sama antar
daerah, meskipun potensi sosial, ekonomi, dan budaya sangat besar.
Tulisan ini berupaya mengeksplorasi urgensi kerja sama antar pemerintah
daerah di perbatasan, mengidentifikasi hambatan utama yang membentuk
sekat kelembagaan dan sosial, serta menelaah peluang strategis yang
dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas daerah. Metode yang
digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder
dan temuan lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerja sama antar
daerah di wilayah perbatasan hingga kini belum optimal karena
dipengaruhi oleh faktor keterbatasan kapasitas, ego sektoral, minimnya
regulasi, dan lemahnya komitmen politik. Padahal, peluang kerja sama
terbuka luas pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian-peternakan,
serta pemasaran produk unggulan daerah. Oleh karena itu, strategi
“meretas sekat” ditawarkan sebagai pendekatan untuk menumbuhkan
kesadaran kolektif, memperkuat kelembagaan, menyusun baseline data,
serta membangun forum kerja sama lintas kabupaten. Dengan dukungan
regulasi dan kebijakan nasional, kerja sama antar daerah di perbatasan
dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan yang
inklusif, sinergis, dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Wilayah perbatasan kerap dipersepsikan sebagai “halaman belakang”
negara tempat di mana kebijakan pembangunan sering tertinggal,
konektivitas terbatas, dan kerja sama lintas daerah belum optimal. Di
kawasan perbatasan Indonesia—Timor Leste, kondisi ini terlihat pada
minimnya kerja sama antar daerah di sisi Indonesia yang berbatasan
langsung dengan negara tetangga. Padahal, wilayah perbatasan memiliki
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GENDER DAN PERBATASAN

M. Angela Merici Siba*

Pendahuluan

Isu gender bukan merupakan isu yang baru dibicarakan. Gender bukan
dipahami sebagai jenis kelamin biologis tetapi maknanya lebih kepada
peran yang terbentuk secara sosial. Dalam Women’s Studies Encyclopedia
dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya
membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas,
dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang
berkembang dalam Masyarakat (Mazaya, 2014). Laki-laki dan Perempuan
sering dibedakan dalam hal jenis kelamin dan perannya dalam lingkungan
sosial. Perbedaan tersebut mengakar dan terus terkonstruksi. Meskipun
banyak perjuangan yang dilakukan untuk membangun pemahaman
masyarakat tentang peran perempuan dan laki-laki, tetapi masih terdapat
ketimpangan yang terus membedakan perempuan dan laki-laki. Perbedaan
tersebut seperti pola kerja, keterlibatan di lingkungan sosial termasuk
dalam politik, akses perempuan terhadap Pendidikan, dan hak untuk
mendapatkan pekerjaan.

Gender merupakan sebuah konsep yang merujuk pada peran, perilaku,
dan atribut yang dianggap sebagai karakteristik khas laki-laki dan
Perempuan dalam suatu Masyarakat (Tanjung, Ishomuddin, Wahyudi, &
Saleh, 2024). Perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang sering
dibedakan berdasarkan faktor sosial, budaya dan lingkungan. Hal ini yang
mengakibatkan Perempuan sering terpinggirkan, mengalami diskriminasi,
bahkan tindakan kekerasan. Laki-laki dianggap bertanggung jawab dalam
mencari nafkah, sehingga perannya dianggap lebih penting dan
keterlibatannya dalam lingkup sosial, politik dan budaya lebih diutamakan.
Berbeda dengan perempuan yang dianggap lemah dan hanya mampu
bekerja dalam lingkup rumahan, sehingga perannya cenderung dibatasi.
Ketimpangan ini pun menjadikan laki-laki lebih diutamakan dalam hal
Pendidikan. Laki-laki diberikan pendidikan yang mengarahkan mereka
untuk terjun aktif dalam kegiatan publik. Perempuan pun diberi
kesempatan yang sama, namun karena terbentur dengan adat dan tradisi,
hanya sedikit saja perempuan yang terus bersekolah hingga tingkatan yang
tinggi (Ningrum, 2018). Perempuan lebih banyak tidak mengenyam
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UNVISIBLE BORDER:
KETAHANAN NASIONAL DAN PERAN
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENJAGA
KEDAULATAN DI PERBATASAN NKRI-RDTL

Mariano Sengkoen*

Penelitian ini menganalisis ketahanan nasional di wilayah perbatasan
NKRI-RDTL dengan menyoroti peran sentral pemerintahan daerah dalam
menjaga stabilitas negara. Perbatasan, meskipun seringkali terabaikan
dalam diskursus ketahanan nasional, merupakan area yang penuh dengan
tantangan tersembunyi yang membutuhkan perhatian serius. Ketahanan
nasional di perbatasan tidak hanya bergantung pada dimensi militer, tetapi
juga pada kearifan lokal, diplomasi lintas batas, dan pembangunan
ekonomi vyang inklusif. Melalui integrasi teori kontrak sosial,
governmentality, dan neoliberalisme, penelitian ini menegaskan bahwa
pemerintah daerah berperan sebagai mediator antara kebijakan pusat dan
masyarakat lokal. Dalam konteks ini, teori kontrak sosial dari Hobbes,
Locke, dan Rousseau diterjemahkan menjadi kebijakan yang mendukung
partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap kearifan lokal. Sementara
itu, prinsip governmentality Foucault diterapkan dalam pengaturan lokal
yang produktif, di mana pemerintah daerah mengatur kehidupan
masyarakat untuk menjaga ketahanan. Penelitian ini juga menyoroti
diplomasi berbasis masyarakat di wilayah perbatasan sebagai salah satu
contoh nyata bagaimana ketahanan nasional bisa diperkuat dengan
pendekatan non-tradisional. Pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat
dapat berkolaborasi untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi di
perbatasan. Dengan demikian, ketahanan nasional di perbatasan
memerlukan pendekatan multidimensi yang didukung dengan desain
kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.

Pengantar

Ketahanan nasional, sebagai konstruk multidimensional vyang
menautkan dimensi politik, keamanan, sosial, dan ekonomi, menjadi
kerangka epistemik fundamental dalam menghadapi tantangan perbatasan
NKRI-RDTL yang sarat kompleksitas. Dalam era globalisasi sekaligus
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COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK BATAS NEGARA

(Studi Kasus pada Segmen Noelbesi-Citrana antara Negara
Republik Demokratik Timor Leste dan Negara Republik Indonesia)

Yakobus Kolne*

Dalam konteks kontemporer, seiring dengan intensitas dan luasnya
masyarakat transnasional (transnational communities) dan nasionalisme
berkaitan erat dengan masalah kedaulatan. Isu perbatasan merupakan
masalah keamanan tradisional, sesungguhnya menjadi semakin kompleks
dengan munculnya isu-isu baru seperti konflik etno-religius, perdagangan
manusia, perdagangan senjata ilegal, perdagangan narkoba, pencucian
uang, terorisme, dan lain-lain. Permasalahan perbatasan antara Indonesia
dan Timor Leste dibagi ke dalam dua kategori sengketa perbatasan, yaitu
unresolved segment dan unsurveyed segment. Pada kasus Noelbesi-Citrana
adanya dua kategori dimana Indonesia menghendaki garis batas negara
berada pada posisi sebelah barat sungai kecil. Namun, Timor Leste memiliki
pandangan berbeda. Oleh karena itu melalui keterbatasan pemerintah
sebagai pelayan publik untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang baik
perlu melibatkan pihak lain agar dapat mencapai hasil tersebut secara
maksimal. Di sadari bahwa kolaborasi itu ada karena adanya sifat saling
membutuhkan antar organisasi dalam mengurusi suatu permasalahan atau
kegiatan.

Pendahuluan

Isu perbatasan yang masuk dalam kualifikasi masalah keamanan
tradisional, sesungguhnya menjadi semakin kompleks dengan munculnya
isu-isu baru seperti konflik etno-religius, perdagangan manusia,
perdagangan senjata ilegal, perdagangan narkoba, pencucian uang,
terorisme, dan lain-lain. Hal ini merupakan sebuah tantangan negara yang
harus dicegah dan bahkan diatasi secara baik dan fokus sehingga tidak
berdampak pada stabilitas negara. Salah satu faktor penyebab adalah
lemahnya kebijakan perbatasan dan pengawasannya yang merupakan
undangan tidak langsung terhadap munculnya berbagai aktor internasional
dengan berbagai agenda jahatnya.
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CROSS BORDER TRADE DAN
FENOMENA PASAR ILEGAL DI
PERBATASAN INDONESIA DAN TIMOR LESTE

Ronaldus Nurak
Remigius Seran*

Perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste memiliki
dinamika yang unik karena dipengaruhi oleh faktor sejarah, geografis,
sosial, dan ekonomi masyarakat perbatasan. Di tengah upaya formal
pemerintah kedua negara untuk mengatur arus barang melalui pos lintas
batas resmi, praktik pasar ilegal tetap tumbuh subur sebagai bagian dari
aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat. Pasar ilegal ini muncul akibat
keterbatasan akses distribusi, tingginya kebutuhan barang konsumsi harian,
disparitas harga antara kedua negara, serta lemahnya pengawasan di jalur-
jalur non-resmi. Keberadaan pasar ilegal memberikan manfaat ekonomi
langsung bagi masyarakat perbatasan, khususnya dalam pemenuhan
kebutuhan dan peluang mata pencaharian, namun di sisi lain menimbulkan
tantangan serius terkait pengendalian keamanan, potensi kerugian negara
dari sektor pajak dan bea cukai, serta risiko kriminalitas. Fenomena pasar
ilegal di perbatasan Indonesia dan Timor Leste menuntut adanya langkah
strategis dari pemerintah untuk menanganinya secara komprehensif.
Selama ini, pasar ilegal tidak hanya dipicu oleh lemahnya pengawasan,
tetapi juga oleh kebutuhan nyata masyarakat perbatasan yang bergantung
pada akses cepat dan murah terhadap barang konsumsi.

Pendahuluan

Perdagangan lintas batas telah ada sejak zaman kuno, namun
perkembangan teknologi dan globalisasi telah mendorongnya menjadi
lebih dinamis dan kompleks. Jalur perdagangan kuno seperti Jalur Sutra
menghubungkan Asia dengan Eropa, memungkinkan pertukaran barang
seperti rempah-rempah, sutra, dan barang berharga lainnya. Pada masa itu,
perdagangan lintas batas tidak hanya melibatkan transaksi ekonomi, tetapi
juga pertukaran budaya dan teknologi antara berbagai peradaban. Pada
abad ke-20, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi, seperti
kapal laut, kereta api, dan pesawat terbang, semakin mempercepat laju
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SENI MENYARING PEMIMPIN:
EKSPLORASI STRATEGI REKRUTMEN CALON
KEPALA DAERAH OLEH DPC PDIP
KABUPATEN MALAKA

Fridus Bria
Adeodata Laniria Charla Barros Mbiri*

Dalam lanskap politik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai
demokrasi, sistem multipartai hadir sebagai pilar utama dalam mekanisme
pemilihan umum yang inklusif. Sistem ini memungkinkan keterlibatan
banyak partai politik dalam kontestasi kekuasaan, baik secara mandiri
maupun melalui aliansi strategis, guna merebut legitimasi pemerintahan
dalam berbagai tingkatan, mulai dari kepemimpinan nasional hingga
pemerintahan lokal seperti pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten.
Dinamika ini menempatkan partai politik bukan sekadar sebagai entitas
kompetitif, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam proses kaderisasi
dan seleksi kepemimpinan daerah. Penelitian ini mengangkat studi kasus
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP)
Kabupaten Malaka sebagai fokus kajian, dengan tujuan mendalami strategi
politik yang diterapkan dalam proses rekrutmen calon kepala daerah,
khususnya dalam rangka menghadapi kontestasi Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Malaka Tahun 2019. Pendekatan metodologis yang digunakan
bersifat kualitatif deskriptif, dengan landasan studi kasus sebagai teknik
eksplorasi terhadap fenomena politik lokal yang kompleks. Hasil temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa DPC PDIP Kabupaten Malaka
mengimplementasikan model rekrutmen politik yang bersifat terbuka,
memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat, baik sebagai
calon anggota maupun simpatisan partai. Namun demikian, dalam proses
seleksi calon kepala daerah, partai menerapkan sistem penyaringan
bertahap berbentuk piramida, di mana setiap kader internal diseleksi
secara berjenjang guna menjaring figur terbaik dan paling representatif
untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Adapun kualifikasi utama yang
menjadi syarat pengusungan tidak hanya menekankan pada aspek
akademik (seperti kepemilikan ijazah pendidikan minimal strata satu)
tetapi juga mencakup kapasitas intelektual, pola pikir yang inovatif,
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JALAN TERJAL MENUJU GARIS AKHIR:
MENGURAI PROBLEMATIKA PENYELESAIAN
BATAS DARAT INDONESIA-TIMOR LESTE

Yosef Serano Korbaffo*

Penyelesaian batas darat Indonesia-Timor Leste tidak berjalan mulus.
Tahun 2005, meskipun 907 koordinat titik batas (96%) berhasil disepakati
kedua negara, ada dua persoalan pada segmen unresolved dan unsurveyed
yang diwariskan hingga saat ini. Pertanyaan lalu muncul, bagaimana proses
penyelesaian batas darat pada kedua segmen dimaksud. Sejauh ini
penyelesaian batas kedua negara sudah on the track. Misalnya titik Dilumil-
Memo berhasil diselesaikan pada tahun 2013. Jauh sebelum itu, 4 titik
pada segmen unsurveyed pun sudah disepakati, namun ditolak oleh
masyarakat lokal setempat. Bahkan beberapa titik pada kedua segmen
tersebut sudah diselesaikan secara prinsipil pada tahun 2019 yang
dituangkan dalam dokumen Agreed Principles. Bahkan pengaturan teknis
pada titik Bidjaelesunan-Oben dan 4 titik lainnya pada segmen unsurveyed
sudah berhasil diselesaikan, menyisakan titik Noelbesi-Citrana. Persoalan
mulai muncul ketika pengaturan teknis pada titik Noelbesi-Citrana, di mana
kedua negara tidak berhasil membagi wilayah Naktuka akibat perbedaan
pandangan. Kegagalan ini turut menyeret beberapa titik lainnya semisal 4
titik pada segmen unsurveyed, dan titik Bidjaelesunan-Oben yang telah
diselesaikan. Alhasil, penyelesaian titik-titik yang lain pun mesti
ditangguhkan sementara waktu: suatu tragedi yang bisa memicu peristiwa-
peristiwa seperti yang dialami oleh Petrus Taek Oki terulang kembali di
masa depan. Semoga tidak!

Pendahuluan

Pada hari Senin, 25 Agustus 2025, Paulus Taek Oki, seorang warga desa
Inbate, kecamatan Bikomi Nilulat, kabupaten Timor Tengah Utara, provinsi
Nusa Tenggara Timur, Indonesia ditembak oleh anggota Unit Patroli
Perbatasan/Unidade De Patrulhamento Da Fronteira (UPF) Timor Leste.
Insiden penembakan itu dipicu oleh aksi protesnya bersama beberapa
warga lainnya akibat pemasangan pilar batas negara yang dilakukan oleh
warga Timor Leste di lokasi yang masih menjadi sengketa (Cahyaningrum,
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Buku ini merupakan cara Dosen-Dosen Program Studi llmu Pemerintahan merayakan Pesta Perak (25 Tahun)
Universitas Timor, sekaligus merefleksikan dan menafsirkan ulang kiprahnya dalam mengembangkan pokok keilmuan
pemerintahan di kawasan perbatasan. Dalam pada itu, buku ini mengajukan sebuah refleksi komprehensif mengenai
bagaimana kawasan perbatasan NKRI-RDTL menjadi ruang tempat dinamika politik, identitas nasional, kebijakan publik, dan
transformasi governansi berlangsung secara intens dan multidimensional. Dengan menempatkan perbatasan sebagai arena
epistemik, yakni sebagai laboratorium sosial-politik yang merefleksikan kondisi dan kapasitas negara, buku ini
menggabungkan kerangka analitis ilmu pemerintahan dengan perspektif antropologis, kebijakan publik, ekonomi politik, dan
teknologi digital untuk menjelaskan bagaimana tata kelola negara bekerja dalam konteks yang paling kompleks sekaligus
paling strategis.

Wacana mengenai nasionalisme Indonesia dalam arus globalisasi menjadi landasan argumentatif awal, yang
menegaskan bahwa perbatasan bukan hanya garis kedaulatan tetapi juga ruang artikulasi identitas nasional yang terus
dinegosiasikan dalam dinamika politik kontemporer. Dalam konteks inilah, praktik governansi di Indonesia dihadapkan pada
beragam tantangan seperti fragmentasi birokrasi, resistensi sosial, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan partisipasi yang
semakin meningkat. Analisis mengenai tantangan Good Goverhance menempatkan isu perbatasan sebagai cermin kapasitas
negara dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam kondisi sosial-politik yang dinamis dan
berlapis. Transformasi tata kelola tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah
perbatasan yang kerap mengalami kerentanan struktural. Buku ini juga mengurai strategi pengentasan kemiskinan ekstrem
yang memanfaatkan kearifan lokal sebagai modal sosial, serta menelaah bagaimana transisi kepemimpinan daerah
memengaruhi arah kebijakan dan agenda pembangunan dalam mendukung program nasional Asta Cita. Analisis ini diperkuat
oleh pembahasan mengenai aksesibilitas perbatasan, yang menegaskan bahwa keterhubungan fisik (berupa transportasi,
infrastruktur jalan, dan konektivitas antarwilayah) merupakan prasyarat bagi integrasi ekonomi, stabilitas sosial, dan
efektivitas pengawasan negara.

Dinamika sosial-budaya juga hadir secara signifikan melalui eksplorasi pengalaman perempuan dalam konteks adat
Dawan. Perspektif gender, yang ditampilkan melalui narasi “Suara Feto”, menggambarkan bagaimana perempuan
memainkan peran strategis dalam pembangunan desa dan transformasi sosial, sekaligus menandai perlunya kebijakan yang
lebih sensitif terhadap dinamika gender di wilayah perbatasan. Analisis mengenai budaya politik masyarakat eks Timor Timur
dan praktik manajemen politik adaptif dalam kultur lokal Timor mengungkapkan bagaimana pengalaman historis, memori
konflik, identitas etnis, dan simbol-simbol adat membentuk konfigurasi politik perbatasan yang berbeda dari wilayah lainnya di
Indonesia. Pada tataran kelembagaan, buku ini menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menghadapi kompleksitas persoalan sosial-ekonomi perbatasan. Transformasi
kebijakan publik di era digital juga dielaborasi melalui analisis mengenai peluang dan tantangan pemerintahan digital,
sekaligus menampilkan pendekatan inovatif Natural Language Processing (NLP) untuk memahami data sosial, mengevaluasi
kebijakan lintas batas, dan mengoptimalkan respons negara terhadap kebutuhan masyarakat perbatasan

Dimensi pemerintahan kolaboratif hadir melalui kajian tentang kerja sama antar daerah, yang mampu menembus
sekat birokrasi dan membuka ruang koordinasi lintas administratif. Perspektif ini diperkuat oleh pembahasan mengenai
governansi ketahanan nasional di kawasan unvisible border, yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor kunci
dalam menjaga integritas wilayah, membangun kesadaran kebangsaan, dan mengelola risiko keamanan yang tidak selalu
bersifat fisik. Buku ini juga membahas fenomena ekonomiinformal melalui kajian tentang Cross Border Trade dan keberadaan
pasar ilegal di perbatasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat sering kali dijalankan di luar
kerangka formal negara, namun tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem sosial perbatasan. Praktik-praktik ini
memperlihatkan adanya negosiasi antara kebutuhan ekonomi lokal dan rezim regulasi negara, yang pada akhirmnya menuntut
pendekatan kebijakan yang lebih akomodatif dan berbasis realitas empiris.

Aspek politik formal turut diperhatikan melalui analisis terhadap strategi rekruitmen calon kepala daerah oleh DPC
PDIP Kabupaten Malaka, yang mencerminkan bagaimana partai politik beradaptasi dengan konteks sosial perbatasan untuk
memperoleh legitimasi dan dukungan elektoral. Pengamatan ini memberikan gambaran bahwa politik perbatasan bukan
hanya tentang hubungan negara dengan masyarakat, tetapi juga tentang bagaimana institusi politik memaknai konteks lokal
sebagai bagian daristrategi kekuasaan.

Mengakhiri rangkaian analisis, buku ini menyajikan pembahasan mendalam mengenai kompleksitas penyelesaian
batas darat Indonesia-Timor Leste, yang memperlihatkan bahwa persoalan batas bukan hanya perseoalan diplomatik, tetapi
juga persoalan identitas, distribusi sumber daya, dan dinamika sosial masyarakat lokal. Penyelesaian batas dipahami sebagai
proses panjang yang memerlukan kejelian historis, sensitivitas sosial, serta pendekatan kolaboratif antarnegara.

Secara keseluruhan, buku ini menyimpulkan bahwa perbatasan NKRI-RDTL adalah ruang strategis yang menuntut
inovasi governansi dalam skala nasional maupun lokal. Di wilayah inilah negara diuji dalam menjaga kedaulatan, menyediakan
pelayanan publik yang inklusif, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta merespons perubahan global yang semakin
cepat. Dengan pendekatan multidisipliner dan analisis mendalam, buku ini menawarkan kontribusi teoretis sekaligus praktis
bagi penguatan governansi Indonesia di masa depan, khususnya dalam konteks perbatasan yang kompleks, dinamis, dan terus
mengalamitransformasi.
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